PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA SINGKAWANG,

bahwa dalam rangka mendukung kegiatakretariat partai politik,
Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada patitsk;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasalty3)yReraturan Pemerintah
Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepadtai Politik,
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dareréelut diatas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan KeuaKgpada Partali
Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200htatey Pembentukan Kota
Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia T&201 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodit®)4

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentangaP&ulitik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Igemi Umum Anggota
Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan RakyaérBla dan Dewan
Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indandgahun 2003
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamsmor 4277);

UndangJndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ne
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NMo#i7p Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Batukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lsgornEahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Inda#89);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangemistPerencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republikngsia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Irelariddomor 4421);



Menetapkan

7.

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang HRetakan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 NMoh@s, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) gaebwmna telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 200%rignPenetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nd@ndahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 T&@@4 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembisesggara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaegafd Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangnf®amgan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah @=amiNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaegafd Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 rignt&ewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daetamo®@ (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Edmab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 200%angnBantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republikoimesia Tahun 2005
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamd@mor 4513);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200angnPengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahub 20omor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&ic )4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TaBR0fA5 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 TaR0@5 tentang Pedoman
Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bd#uangan kepada
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengantitara Menteri Dalam

Negeri Nomor 25 Tahun 2006;

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 [al003 tentang
Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan di Katgke®ang
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Non8®erRE);

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 167 &003 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran D&ath Singkawang
Tahun 2003 Nomor 20 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tal2004 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Da&otdh Singkawanc
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 NongerBD);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUWRGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.

10.

11.

1)

(2)

®3)

Daerah adalah Kota Singkawang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawaaggyselanjutnya
disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat [Dhaekata
Singkawang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Singkawang Rerangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Singkawang.

Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah, selgajdisingkat APBD
adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah iyatagpkan berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang dibeeravgan oleh Pemegang
Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untukgeioda
penerimaan dan pengeluaran Keuangan Daerah.

Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang wgiberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mexikap Kursi di DPRD
Kota Singkawang.

Partai Politik adalah Organisasi Partai Poltdng berkedudukan di Kota
Singkawang.

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPUalad Komisi
Pemilihan Umum Kota Singkawang.

Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab membidKesatuan Bangsa
di Kota Singkawang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertargjgwab membidangi
Kesatuan Bangsa di Kota Singkawang.

BAB Il
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Untuk membantu kelancaran tugas administsagretariat partai politik
yang berkedudukan di Kota Singkawang, Pemerintagrdbamemberikan
bantuan keuangan kepada partai politik.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud padaBydiberikan kepada
partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD K@&mgkawang hasil
Pemilihan Umum.

Bantuan keuangan kepada partai politik sabagsa dimaksud pada ayat
(2) dibebankan pada APBD Kota Singkawang yang tkbersetiap tahun
anggaran.

Pasal 3

Besarnya bantuan keuangan kepada partai politdoth Singkawang untuk setiap
perolehan kursi di DPRD ditetapkan sebesar Rp.00D4000,- (Empat Belas Juta
Rupiah) setiap tahun anggaran.



Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan kepada partai politilgkeinh Kota, setiap Tahun
Anggaran diusulkan oleh Pemerintah Kota Singkaw#&egada DPRD Kota
Singkawang untuk ditetapkan dalam APBD Kota Singkagvsesuai ketentuan
yang berlaku.

1)

(@)

3)

(1)

(@)

BAB Il
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

Pengajuan bantuan keuangan kepada partaikpdiitiKota Singkawang
disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinara@gBartai Politik atau
sebutan lainnya yang sah.

Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimayau(l) ditandatangani
oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebldinnya yang sah dan
terdaftar di Departemen Hukum dan HAM.

Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimakgad (1) harus
dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Penetapaoldh@an Kursi dari
Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

Pasal 6

Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimdkasal 5 Peraturan
Daerah ini disampaikan kepada Walikota dengan memg@gn kop surat
dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan:

a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapl@msunan
Kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kota yaniggalisir oleh
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PartaiilPaliau sebutan
lainnya;

b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisijaliz¢ yang
berwenang;

c. Surat Keterangan autentikasi hasil perolehan KBsitai Politik di
DPRD Kota Singkawang yang dilegalisir Ketua atalur&w@ris Komisi
Pemilihan Umum Kota Singkawang;

d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakaseble dituntut sesuai
peraturan perundangan apabila memberikan keterayagantidak benar
yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC athutan lainnya di
atas Materai dengan menggunakan kop surat PattakPo

e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf o daruf d dibuat
dalam rangkap 2 (dua).

Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada @yattembusannya
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan UmumKigpala Dinas.



(1)

)

®3)

(4)

()

(1)

()

(1)

BAB IV
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

Penelitan dan pemeriksaan kelengkapan adtrasi pengajuan,
penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan keaddaM®litik Kota
Singkawang dilakukan oleh Tim Penelitian dan Peksaan Persyaratan
Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaatudh Keuangan
kepada Partai Politik Kota Singkawang.

Tim Penelitian dan Pemeriksaaan sebagaimamakdud pada ayat (1)
diketuai oleh Kepala Dinas dan anggotanya terdaii dinsur Komisi
Pemilihan Umum dan unsur Sekretariat Daerah.

Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksabagsemana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Singkg.

Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaind@gmaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APBD.

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaabagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran | yang ktiderpisah dari
Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partdik Riilaksanakan oleh
Kepala Dinas atas nama Walikota Singkawang kepadduak dan
Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1} dapalisasikan sepanjang
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikentang
Penjabaran APBD telah ditetapkan dan di undangkan.

Pasal 9

Penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud dBRiasal 8 Peraturan
Daerah ini dengan persyaratan administrasi :

a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki NoRekening
Bank atas nama DPC Partai Politik;

b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat daéartuk kwitansi yang
ditandatangani di atas materai cukup oleh Ketua Bmdahara DPC
Partai politik dengan menggunakan kop surat danstampel Partai
Politik;

c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap éhpét) yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai Pihalaartan oleh Ketua
dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan yairsebagai Pihak
Kedua.



(2) Bentuk Berita Acara serah terima bantuan kgaa kepada Partai Politik
sebagaimana ayat 1 Huruf c tercantum dalam Lampirayang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10
(2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partaik A¢ota Singkawang
disampaikan kepada Walikota Singkawang melalui kKefzinas paling

lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahggaman.

(2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dichgdeda ayat (1) yang
telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.

3) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dichagada ayat (1),
tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan KetnaskPemilihan
Umum Kota Singkawang.

(4) Bantuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangdai Palitik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampirdnydng tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkagyp®langan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahS{iogkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 1 Desember 2006

WALIKOTA SINGKAWANG
TTD

H. AWANG ISHAK
undangkan di Singkawangpada tanggal 28 Desembér 200

Diundangkan di Singkawang

Pada Tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
TTD

H. SUHADI ABDUL L ANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2006 NOMOR 11



LAMPIRAN | . PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
Nomor : 11 Tahun 2006
Tanggal : 1 Desember 2006

BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAA PERSYARATAN ADMINISTRAS
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor :

Pada hari ini ............... Tanggal ............... Bulan ............... Tahun........ Tim Penelitian
dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengafenyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan
kepada Partai Politk yang dibentuk berdasarkan #mspm Walikota Singkawang Nomor ......
Tahun ...... Tanggal....... telah melaksanakan penelitian gmeriksaan, persyaratan administrasi bantuan
keuangan Partai Politik Tahun .............. yang diajukéeh DPD/DPW/DPC.............c......e.

Berdasasarkan hasil Penelitian dan PemeriksaarydPatan Administrasi, Pengajuan Penyerahan
dan penggunaan bantuan Keuangan kepada Partak Plaht menyatakan bahwa Partai Politik ................
telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan baktizangan dari Pemerintah yang berdasarkan pada

hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun .........sebanyak ......... X Rp.ooiiiiiiii =

Demikian Berita Acara hasil penelitian dan pemexds ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

1 T Ketua (eevmrmmmmr e )
TP Sekretaris (eeevermmnnnn e )
P Anggota (eeverrmmmmnr e )
A Anggota (e )
D Anggota (e )
B Anggota (e )
P Anggota (e )

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

H. AWANG ISHAK



LAMPIRAN I :  PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
Nomor : 11 Tahun 2006
Tanggal : 1 Desember 2006

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini ............... Tanggal ............... Bulan ............... Tahun.................. Yang
bertanda tangan dibawah ini :
1. Walikota Singkawang atau Pejabat yang ditunjuargatnya disebuPlHAK PERTAMA.
2. Ketua Umum dan Bendahara DPD/DPW/DPC........ccceaeiiiiiiinniiinnnnnn. Kota Singkawang selamya

disebutPlIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah gegahkan Bantuan Keuangan Partai
Politik Tahun ........... kepada DPD/DPWI/DPC .........ccoovvvviiviiieeeennn. sejumlah Rp...ccuvviciiiiiiieeeeeeee,
dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan keuangasefaunt dari Kas Daerah ..............ccceeveennees
Melalui Rekening Bank Partai Politik ..........ccccceeeeeeeeee.
Berita Acara serah Terima ini dinyatakan sah ahteCopy SPM Giro Bank dari Kas Daerah
........................... diterima oleh DPD/DPVRD ..............cccccvvvvvveeeennPartai P8I

Yang bersangkutan.

Pihak Kedua Pihak Pertana

DPD/DPW/DPC
An. Walikota Singkawang

Bendahara,

WALIKOTA SINGKAWANG
TTD

H. AWANG ISHAK



LAMPIRAN III

Nomor
Tanggal

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
11 Tahun 2006
1 Desember 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN

Nama Partai Politik
NPWP :
Nomor Rekening Bank
Alamat :
Jumlah Kursi

Jumlah Dana

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat

Pelaksanaan Audit: Tgl....., BIn....... , Thn

Kepada
Yth. Walikota Singkawang
di.

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bakiwsangan partai politik sebagai berikut:

NO. JENISPENGELUARAN JUMLAH UANG KETERANGAN
1 2 3 4
1. | Honorarium
2. | Uang lembur
3. | Administrasi umum
4. | Langganan daya dan jasa
5. | Pos dan giro
6. | Pemeliharaan Gedung
7. | Pemeliharaan data dan arsip
8. | Biaya perjalanan
9. | Komputer
10. | Mesin tik
11. | Maubiler kantor
Jumlah
Terbilang :
BENDAHARA UMUM/BENDAHARA KETUA UMUM/KETUA,
(cee e e ) (... )
Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan
(fere e e )

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

H. AWANG ISHAK




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

PENJELASAN UM UM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai lgggam yang sama dalam merumuskan kebijakan-
kebijakan negara. Keikutsertaan warga Negara dg@laramusan kebijakan negara sesuai dengan sistem
demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaanganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui

Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Holitierupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai
Politik merupakan aset negara, maka dalam rangkadwkeng terwujudnya kehidupan demokrasi di

Indonesia, Pemerintah perlu memberikan Bantuan kgarakepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Polittlkhjban untuk membantu kelancaran tugas administras
sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kudsiLembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan
tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyardi@tangsa dan bernegara guna memperkokoh iakegrit

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
ayat (1)
Partai politik yang memiliki dua atau lebih kepengan dapat diberikan setelah adanya putusan
pengadilan yang bersifat tetap.
ayat (2)
Yang dimaksud hasil Pemilihan Umum adalah Hasil ifleam Umum Tahun 2004.

Pasal 3
Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik urgetiap kursi di tingkat pusat sebesar Rp.
21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah), tingkapinsi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta
Rupiah) dan untuk tingkat kota sebesar Rp. 14.@00-GEmpat Belas Juta Rupiah).

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas



Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 9



